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PEMERINTAH PROVINS! MALUKU
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
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Menimbang @ &

NOMOR : 08 TAHUN 2012

TENTANG

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
' TAHUN 2012 Di PROVINS] MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermelor, maka periu
menetapkan Dasar Pengenaan Pajgk Kendaraan

-'Beﬁnotor dan Bea Balk Nama Kendaraan

Bermotor Tahun 2012 di Provinsi Maluky,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud  huruf &  Perhitungan  Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tambahan
Tahun 2012 di Provinsi Maluku, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur;



Mengingat

1.

_ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahu.

Repubiik Indonesia Nomor 4400j;

Undang—Undang Repubiik Indonesia Nomjg
Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-U.;;‘
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 'té;;
Pembentukan Daerah  Swatantra  Tingy
Maluku (Lembaran Negara Republic Indon
Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lem;a
Negara Repub!tk Indonesia Nomor 1617);
Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor
Tahun 1997 tentang Badan Penyeles
Sengketa Pajak (Lemharan Negara Repr
Indonesia Tafun 1997 Nomor 40, Tamb:
Lembaran Negara Republik Indonesia No
384),
Undang—Undang Republik Indonesia Nomor
Tghun 2000 tentang Pembahan Atas Perdti

Cli

Penagghan Pajak  Dengan  Surat
2000 ‘Norrior 129 Tambahan Lembaran Negar
Republlk Indonesaa Nomor 3987)

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaa
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lemba ran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun . 2004 tentang Pemerintanan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomer 4437), sebagaimana
telsh diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan - Kedua Atas  Undang-tndang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Repubhik Indonesia Tahun 2008 Nomar
59 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara  Pemerintah Pusat dan Pemeintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomof 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4437},
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daersh dan Retribusi
Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
Undang-Undang Repubik -Indonesa Nornor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan {Lembaran Negara



=
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j4. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06
Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB);
15. Peraturan Daerah Provinsi Malukuy Nomor 05

Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 8
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon,
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noy
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urysa
Pemerintahan Antara Pemerintah, PemErintah:'
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan  Daer
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiy
indonesia Tahun 200C Nomor 82, Tamb 7

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerje
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPPKAD) Provinst Maiuky;

. MUTUSKAN :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom vE
4737}, TANG
GUBERNUR TEN
Keputusan Menteri Dalam Negeri Repub Menetapkan : PERATURAN

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012 DI

PROVINSI MALUKU.

indonesia Nomor 170 Tahun 1997 tentay
Pedoman dan Tata Cara Pungutan Pajak
Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Rspub
Indonesia Nomor 173 Tahun 1897 tentang Tda
Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah; |

BAE 1
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republ
P S PR KETENTUAN UMUM
tndonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sisteny pasal 1
asa

dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,

ini imaksud dengan :
" Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Dalam Peraturan ini yang di

L giin-Lain: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; I
PEfaturar; Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 : 2. pPemerntah Daerah adalah K.epa_ia Daeraf beSf Z :;h' ;
Tahun 2010 tentang Bea Balik Nema Kendaraan | Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerar.
Bermator (BBN-KB); : 3 Gubermnur adalah Gubernur Maluku,



10

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengef{ﬁ
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku: |
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda b%ert
a

10.

gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat R
dijqerakan oleh peralatan teknk berupa motor atau perjalé
lainnya yang berfungsi untuk rmengubah suatu sumber dai
enefgi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotar yan
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat bes
dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tijja

n?elekat secara permanen seita kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air; .

.

12.

13.

Pajek Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB

adaiah Pajek atas kepemiikan dan/atau penguasaan kendaraa
bermotor; "

14.

Kendaraan Bermetol Angkutan Umum adalah setiap kendaraan t 1
vang digunakan untuk an .
gkutan orang dengan di

o g pungui
Bea Bdlik Nama Kendaraan Bermotol adalah pajak aiss
_pen'yerahan hak milk kendaraan bermotor sebagai akibat.
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepinak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibsh, warisan, atau

pemasukan kedalamn badan usaha;

(1

Kendalaan Be'motor Ubah Bentuk adalah Kendaraan‘ Bermotor

vang mengalami  perubahan  teknis  dan/alau sers
penggunaannya.
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Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalsh Alat-
Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang dalam operasinya
menggunakan toda dan motor serta tidak melekat secara
parmane;

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB
adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor;
Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah
harga rata-rata yang diperofeh dari berbagai sumber data yang
akurat;

Tahun Pembuatan adaiah Tahun Perakitan danfatau Tahun
yang ditetapkan vardasarkan Register dan lgentifikasi oleh
Pihak Berwenang;

Umur Rangka/Body adatah Umur Kendaraan Bermotor di A
yang dititung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body.

Umur Motor adalah Umur Motor wendaraan Bermotor di AF

dihitung dari Tahun Pembuatan.

BAB 1
DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2
Memberlakukan secara mutalis mutandis Peraturan Mentert
Dalam Negeri Nomer 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermolor.
Menugaskan Kepala Badan Pendapatan, Pengeiola Keuangan
dan Aset Dagrah (BPPKAD} Provinsi Maluku uniuk menetapkan

it
19
sl
il




111

Pasal 5

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
sita Daerah

Dasar Pengenaan Pajek Kendaraan Bermotor dan Bea By
Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negé‘
Nomor29 Tahun2012. '

Agar sefap of

peraturan Gubemur i dengan penempatannya dalam Be

provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon

o e pada tanggal 20 April 2012

Apsbila pada saat pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotér

GUBERNUR MALUKU,
terdapat perbedaan antara nilai jual yang ditetapkan dalam Lampirg
Peraturan Menteri tersebut dengan nilai jual kendaraan bermotor, maks D
yang diberlakukan untuk penetapan besar Bea Balik Nama Kendaraan’ KAREL ALBERT RALAHALU

Bermotar adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri. Diundangkan di Ambon

pada tanggai 20 Apri 2012
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

BAB o
ETENTUAN PENUTUP |
- Pasal 4 Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

asa

Dengan beriakunya Peraturan ini, maka segala Kketentuan yang ;
mengatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan -
Barmotor dan Bea Ballkk Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan
dinyatakan tidak herlaku lagi.

{ EMBARAN DAERAH PROVINS! MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 08




